
BUPATI KONAWE SITLATAN
PRO\IIITSI SULAWTSI TTIIGGARA

PERATURAN BUPATI I(()NAurE SELATAN
NOMOR 1 TAHUII 2()19

TENTANG

PEITYELETIGG}ARAAN APLII(ASI SISTTM IITFORMASI
MAIYA"TEIIEN ptRtNcANAAItI, pENcAIvccARAII

DAN PTLAPORAN (STMRAL)
STCARA OIttLNtI DI LIITGKUTVGAIIT PEMERIIITTATI

KABUPATEIY I(O.IIAWT STLATAN

DTIVGAIII RA}IMAT TUHAN YAIVG IuAIIA TSA

BUPATI I(OITAWT SIELATAIII,

Menimbang

Mengiregat

a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah
Daerah meng€unanatkan agar Perencanaan
Pembangunan Daerah didasarkan pada data
dan informasi yang dikelola dalarn Sistem
Informasi Pembangunan Daeralr ;

b. baJrwa untuk mewqiudkan pemerintahan yang
baik dan proses perencanaan yang efektif,
efesien dan dapat dipertanggungiawabkan

diperlukan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Perencanaan:I,
Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) secara.
online, yang menjadi rujukan bersama untuk
seluruh pemangku kepentingan peri.bangunan
pada setiap proses dan tahapan perenc€rnaan
pembangunan daerah di Kabupaten Konawe
Sela.tan;

c. bahwa berda.sarkan pertimbangan,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a darr
huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem
Informasi Man4jemen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan Secara Online di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tatrun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan, di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor a267);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 428611'

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan
Tanggungf awab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambal-an Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OA;

5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2OO4
tentang sistem Perencanaan Pembangurran
Nasional (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun2OO4 Nomor 794, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aa2Ll;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OA4 Nomor L26, Tarnbahan Lembara.n
Negara Republik Indonesia Nomor 1a38);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nornor 58, Tanr,bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor a8a3l;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8
tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 6l,Tarnbahan Lembaram Negara
Republik Indonesia Nomor aaa6l;

9. Undang-Undang Nornor 25 Tal-un 2OA9
tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor lL2,
Tarnbahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nornor 5O38);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nornor
244, Tarnba}.an Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5679),;

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

12. Peratllran Pernerintah Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembarar. Negara
Republik Indonesia Nomor a57a\

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OOa
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOB Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a81-6l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusurlana,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pernbangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nornor
2L, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aal7l;

15. Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun
2otl tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201-1. Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nornor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52721;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2OLg tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);
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18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
: 41PER/MEN.KOMINFO/UII/ 2OO4 tentang Panduan
standar mutu, Jangkauan Pelayanan dan
Pengembangan Aplikasi E-Government;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2Ao6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaima.na telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 201-1-
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daera}. (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011- Nomor 31O);

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
: 4lPER/MEN.KOMINFO/ ll /2OOT tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54
Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOa tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaarr
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5l7l;

22. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI), Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan
Kepala Staf Kepresidenan, tentang Aksi Pencegahan
Korupsi Tahun 2OL9-2O2O;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2o-16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Sela.tan Tahun 2U^16 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2OL6 Nomor 8) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun 2OLA tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2AL6
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2018 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tatrun 2016
tentang Pernbentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lernbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tal.un 2OL6 Nornor
13, TarnbaLran Lernbaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nornor l2a\
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25. Peraturan Bupati Nornor 10 Tatrun 2Ol7
tentang Penyelenggaraan Sistem Surat
Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe- Selatan ( Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O).

MIMUTUSI(AN:

Menetapkarr PERATURAN BUPATI TTITTANG
PENYELINGGARAI\N APLII(ASI SISTEM
IIYF'ORMASII MATYAJIMIN
PEREITCANAAtrI, PtltcANccARAN DAN
PELAPORAN STCARA ONLINT DI
LINGI(UIYGAN PEMERII$TAH KABUPATTN
I(ONAWE SILATAN.

BAB I
I(BTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

Tenggara;
3. Pemerintah Daeral. adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang rnernimpin pelaksanaan
Llrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Bupati adalah Bupati Konawe Selata.n;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr Kabupaten Konawe
Selatan;

6. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Tirn An€€aran
Pemerintatr Daerah (TAPD) ;

7. Organisasi Perangkat Daerah yar:.g selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
sebagai tlr3.sur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggara€Ln Lrrusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah OPD yang
memiliki tugas rnelaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang perenca.naara pembangunan da.erah;

9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Eladan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

10. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

11. Kepala Dinas KOMINFO DAN PERSANDIAN adalah Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe
Selatan;
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12. Perencanaan Pembangunan Daerah serta Pengangg€rr€rn dan
Pelaporan adalah suatu proses penlrusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembanguraan, guna pemanfaatan pengalokasian su.mber daya
yar:.g ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraart sosial untuk
jangka waktu tertentu;

13. Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencEuaa pembangunan dala.m jangka panjang,
jangka rnenengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah;

14. Rencana Kerja Pernbangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencarlaan daerah untuk periode 1

(satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembanguna.n
tahunan daeral-;

15. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yalag selanjutnya
disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaaarl OPD untuk
periode l(satu) tahun yang rrremuat kebijakan, progrEun dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pernerintah daerah maupLrn yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat;

16. Program adalah instrument kebUakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
rnencapai sasaran dan tujuan serta memperoletr alokasi
a.raggar€rn, atau kegiatan rnasyarakat yang dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah;

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjub:ya disingkat Musrenbangda adalah forum antar
pernangku kepentingan dalam rangka rnen5rusun rencana
pembangunan daerah;

18. Forum OPD Kabupaten adalah wadal. antar pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD Kabupaten;

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu daftar
yang secara sistematis rnembuat sumber-surnber penerimaan
daerah dan alokasi pengeluararl daerah dalam wa-ktu tertentu;

20. Dokumen Pelaks€ulaarl Anggaran adalah dokumen yang mernuat
pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksana oleh pengguna arlggararl;

21. Reses Dewan adalah Kegiatan DPRD melakukan kegiatan di luar
rnasa sidang untrrk rnelakukan kur{ungan kerja dalam
men arnpung aspirasi konstituennya;

22. Pernangku kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang
langsung atam tidak langsung mendapatkan manfaat atam
darnpak dari perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan;

23. Teknologi Inforrnasi adalah srratu teknik untuk mengumpulkan,
rnenyiapkan, rnenyimpan, memproses, rnengumurnkan,
fireng€Lnalisa, dan / atau rnenyebarkan informasi ;
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24. Pengguna Aplikasi SIMRAL secara online adalah Pemerintah
Daeratr dan Non Perrrerintah Daerah yang mem€rnfaatkan barang,
jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara
Sistem RKPD secara online;

25. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagant,
grafik, ataupun s5rrnbol yang rnenggambarkan suatu ide, obyek,
kondisi atam situasi tertentu;

26. Pengolahan Data adalah kegiatan yang rnenyangkut penambahan
data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data,
pencarian terhadap data tertentu, perhitrrngan-pertritungan yang
dilakukan terhadap data, Penyimpa.n€rn terhadap data yang telah
akurat dan lainrrya sesuai dengan yang diinginkan pernakai;

27. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang
lebih berguna bagr yang menerim araya yang rnenggarnbarkan
suatu kejadian- kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai atat
bantu untuk pengambilan keputtrsan;

28. Administrator aplikasi SIMRAL secara online adalah or€rng atatr
sejumlah orang yarlg bertanggungiawab untuk mengelola sistem
yang sedang dipakai oleh Pengguna;

29. Input usulan prograrn kegiatan adalah proses pengisian usulan
kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada setiap
tahapan kegiatan.

BAB II
MAI(SUD, TUJUAN DAN I(EDUDUI(AIiI

Pasal 2

(1) Peratura.n Bupati ini dimaksudkan untuk:
a. Mengatur Penyelenggaraan aplikasi SIMRAL secara online

untuk seluruh pemangku kepentingan pembangu.nana di
Daerah;

b. rnengelola penyarnpaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan
data, penetapa-rr reracana kegiatan untuk dokumen RKPD dan
berlaku efektif sejak pen5rusunan pererrc€ulaan dan
penganggaran Tahun Anggaran yang sedang berjalan;

c. mengelola penganggaran dan rrrenyampaikan pelaporannya

(2) Peraturan Bupati ini bertujua.n untuk:
a. mernberikan acuan pelaksanaan dan penggu.naan Aplikasi

SIMRAL secara online bagl seluruh OPD dan para pemangku
kepentinga.n pembangunan daerah;

b. meningka.tkan konsistensi tahapan perencanaan
pembangunan daerah, penganggaratl dan pelapor€ullLya;

c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pererrcanaan pelnbangunan, penganggaran dan
peLapora.n dalarn rangka mendukung peningkatan kinerja
pelayanan publik;

d. dan mendorong terciptanya ta.ta kelola pemerintahan yang baik
dan bersih dengan mernanfaatkan teknologi informasi untuk
rnenghasilkan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
yarlg berkualitas dan berkelas secara konsisten.
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(31 Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:
a. Sistern pendukung keputusan (decision support sgstern)untuk

rnengurnpulkan data, mengolah data, analisis data, mengelola
keuangan dan pengambilan keputusan dalam proses
perencanaan daerah secara terpadu;

b. Dan Sistem yang dapat rnewrrjudkan dokumentasi secara
terstruktur pada setiap tahapan perencana€rn pernbangu.na.n
daerah, pengarrggaran dan pelaporan.

Bagian I(esatu
Penanggungiawab Aplikasi SIMRAL secara online

Pasal 3
Penanggungiawab pengelolaan aplikasi SIMRAL secara online, sebagai
berikut:
a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian

sebagai pena.nggungiawab pengelolaan aplikasi SIMRAL dalam hal
pemeliharaan dan pengembangan sistirn aplikasi SIMRAL secara
online;

b. Kepala Bappeda sebagai pen€rnggungiawab pengelolaan aplikasi
SIMRAL secara online dalarn hal perencanaan pernbangunarl
daerah;

c. Kepala BPKPAD sebagai Penanggungiawab pengelolaan aplikasi
SIMRAL secara online dalam hal pengangga.ran dan pelaporan;

d. Kepala Inspektorat sebagai Pengarah, pengelolaan aplikasi
SIMRAL dalam hal pengernbangan sistirn aplikasi SIMRAL secara
online.

Bagian l(edua
Pengguaa aplikasi SIMRAL secara oaline

Pasal 4

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online terdiri dari:
a. Pirnpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
b. Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pernerintah Kabupaten

Konawe Selatan;
c. Seluruh Pemerintah Kecarnatan, Kelurahan dan Desa yang ada

diwilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 5

Pengguna aplikasi SIMRAL secara online sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 rnendapatkan usernarrre dan password dari
pengernbang aplikasi SIMRAL secara online.

(_

BAB III
PENGILOLAAN APLIKASI SIMRAL STCARA OIYLIITE



BAB fV
TA}IAPAIT DAN MEI(AIITISTIE PENGIIITPUTAN USULAN I(EGIATAN

Pasal 6

Tahapan dan proses Aplikasi SIMRAL seca.ra online terdiri dari :

a) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Planning, Tahun ke- 1 lingkup
kegiatan terdiri:
1. RPJMD
2. RENSTRA
3. Usulan DPRD (POKIR)
4. Forum SKPD
5. MUSREMBANG
6. RKPD
7. RENJA SKPD
8. KUAPPAS
9. RKA
10. DPA
1 1. Anggaran Kas
12. Penyiapan Penatausahaan TA 2O2O
13. Gap analisis

b) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Budgetting, Tahun ke-II lingkup
kegiatan terdiri:
1. Penata usahaan Belanja, Pendapatan, KASDA dan Akutansi
2. APBD Perubahan (Renja Perubahan, RKPD-P, KUAPPAS-p dan DppA)
3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan TAZO2I
4. Penyiapan Pelaporan Pertangungjawaban Keuangan
5. Penyiapan Integrasi
6. SAKIP

c) Pendampingan Penyiapan Implementasi e-Budgetting, Tahun ke-III lingkup
kegiatan terdiri:
1. Penata Usahaan Belanja, Pendapatan, KASDA dan Akuntansi
2. APBD Perubahan (Renja Perubahan, RKPD-P, KUAPPAS-P dan DPPA)
3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan TA 2022
4. Penyiapan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
5. Penyiapan Integrasi
6. SAKIP
7. Persiapan Pelaporan 2O2L

Pasal 7

b. Penginputan prograrn kegiatan usulan hasil Musrenbang Desa
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a angka 5
dilaksanakan setelah melaksanakan rnusrenbang desa, oleh
Adrnin Pemerintah Desa berdasarkan Berita Acara Musrenbang
Desa;

(

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi SIMRAL secara
online dflaksanakan dengan ketentuan ja"dwal sebagai berlkut:
a. Penginputan data prograrn kegiatan dilakukan oletr adrnin

organisasi pemerintah daerah dan pernerintah desa;



c. Penginputan program kegiatan usulan hasil Musrenbang Desa
dan Kecamatan sebagairnan:r"a dimaksud datam pasar 6
dilaksanakan setelah selesai melaksanakan llrusrerrbang
kecamatan oleh Admin Kecarnatan berdasarkan Berita Acara
Mu srenbang Kecanrratan ;

d. Penginputan program kegiatan usulan hasil Reses DPRD
sebagaimaraa dirnaksud dala.rn Pasal 6 huruf a angka 3
dilaksanakan oleh adrnin sekretariat DPRD setelah selesai
keputusan paripurrra DPRD berdasarkan hasil Rapat Paripurna;

e. Penginputan prograrn kegiatan usulan hasil Musrenbang Forum
oPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4
dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan forurn OPD oleh
Admin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang ForumOPD;

f. Penginputan prograrn kegiatan usulan hasil Musrenbang
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka
5 dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan musrenbang oleh
Adrnin OPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang Kabupaten;

g. Penginputan progr€un kegiatan Rencana Kerja Pernerintah Daerah
(RKPD) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6
dilaksanakanoleh admin Bappeda setelah rnelalui rapat
penyLrsunara Rencana Kerja Pernerintah Daerah oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah;

h. Penginputan prograrn kegiatan Rancangan KUA dan PPAS
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a, angka 8
dilaksanakan oleh admin Bappeda setelatr rnelakukan
pernbal.asan dan penetapan rancangan KUA dan PPAS oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah;

i. Penginputan progra.m kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran
Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilaksanakan oleh adrnin BPKPAD setelah Penandatanganan
kesepaharnarl antara Pernerintah dengan DPRD ;

Penginputan program kegiatan pada RAPBD oletr admin BPKPAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah rnendapat
pengesahan bersarna antara Pernerintah Daerah dan DPRD
tentang Rencana Kerja Anggaraan APBD Kabupaten Konawe
Selatan;

k. Penginputan progra.m kegiatan pada APBD oleh admin BPKPAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat
pengesahan bersarna. antara Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang Rencana Ker3'a Anggaraan APBD Kabupaten Konawe
Selatan;

L DPA dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a
angka 10 dilaksanakan setelah penetapan perda APBD.

Pasal 8

Dalarn hat terjadi perubahan KUA dan PPAS dan RKA pada saat
pernbalrasani KUA dan PPAS dan RKA harus jelas kronologisnya
yang dibuktikan dengan surat/notulen dan atau berita acara sesuai
dengan peratur€rn perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 9

Dinas Kornunikasi dan Informatika dan Persandian, Badan
Perencanaan Pernbangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daeratr, dan Inspektorat Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi Sistim
Inforrnasi Manajemen Perencanaan Penganggarall dan Pelaporan
secara online, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
I(EITNTUAIV PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semtla ketentuan
peraturan perundang-undangan di Daeratr yang mengatur mengenai
RKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini
berlaku.

BAB VIII
I( TEITTUAIT PEITUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap oranag mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini deng€ua penernpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada 1 Januari
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Diundangkan di Andoolo
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